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PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3.TAHUN 2019 

TENTANG 

PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, 

ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT 

MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 

perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha; 

  b. bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang 
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Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang 

Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang 

Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli 

dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144); 
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  4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 

Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

TENTANG PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU 

PELEBURAN BADAN USAHA, ATAU PENGAMBILALIHAN 

SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN 

TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN 

USAHA TIDAK SEHAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan 

diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang 

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 

badan usaha yang menerima penggabungan dan 

selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan 

diri berakhir karena hukum. 

3. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri 

dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang 

karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan 

usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha 

yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 
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4. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih 

saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset 

perusahaan tersebut. 

5. Konsultasi Tertulis adalah pemberitahuan melalui 

formulir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada 

Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau 

Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan 

sebelum Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 

saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara 

yuridis. 

6. Notifikasi adalah pemberitahuan secara tertulis melalui 

formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada 

Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau 

Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan 

setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 

saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara 

yuridis. 

7. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Komisi dengan 

sekretariat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau 

Wakil Ketua Komisi atau anggota Komisi yang ditugaskan 

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat 

Komisi. 

8. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan 

tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan/atau 

Wakil Ketua Komisi dan/atau anggota Komisi yang 

ditunjuk dan dihadiri oleh mayoritas anggota Komisi. 

9. Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Komisi untuk menganalisis potensi dan/atau 

dampak Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 

saham dan/atau aset perusahaan terhadap praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 

10. Pendapat Komisi adalah hasil analisis atau penilaian 

Komisi yang dituangkan dalam bentuk penetapan 

notifikasi. 
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11. Penetapan Notifikasi adalah pendapat tertulis Komisi 

terhadap hasil Penilaian atas Penggabungan, Peleburan, 

atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan 

yang ditetapkan dalam Rapat Komisi dan memuat 

kesimpulan ada atau tidak adanya potensi dan/atau 

dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat, atau tidak diperlukannya Penilaian atas 

Notifikasi yang disampaikan. 

12. Penetapan Tidak Wajib Notifikasi adalah pendapat 

tertulis Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau 

Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan yang 

ditetapkan dalam Rapat Komisi dan memuat kesimpulan 

tidak adanya kewajiban Notifikasi. 

13. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi 

oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan 

dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang 

dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 

kepentingan umum. 

14. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi 

dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. 

15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

16. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang 

bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. 
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